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3. Alternatif Penanganan Sumur Ilegal.
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PENGUSAHAAN SUMUR TUA
1. Bagan Alir Pengusahaan Sumur Tua.
2. Peta Status Pengusahaan Sumur Tua di WK

PEP.
3. Kontribusi Produksi Sumur Tua.
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Penyebaran Pemboran Liar di Beberapa
Provinsi

Sumber Data: Ditjen Migas KESDM RI
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Penyebaran Pemboran Liar Dalam WK KKKS

Sumber Data: Tim Task Force Illegal Drilling SKK 
Migas
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Konsep Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pemproduksian

Minyak Bumi Pada Eks Sumur Tanpa Persetujuan Pemerintah (Sumur 

Ilegal)

Dasar Hukum Proses Bisnis Tim Gabungan Tim Gabungan

• Undang-Undang Minyak 
dan Gas Bumi (UU No 22 
Tahun 2001)

• Undang-Undang 
Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Perusakan Hutan (UU No 
18 Tahun 2003)

• Undang-Undang Cipta 
Kerja (UU No 11 Tahun 
2020)

↓
Konsep Peraturan Presiden

↓
Konsep Peraturan Menteri 

ESDM
↓

Menteri ESDM 
mengeluarkan Persetujuan 

Pemproduksian Minyak 
Bumi

Minyak Bumi dikuasai Negara 
↓

Tim Gabungan melakukan 
pendaftaran sumur dan 

membuat daftarnya
↓

KUD/BUMD/BU (melalui
PEMDA Tingkat II) melakukan 

pendaftaran sumur ke Tim 
Gabungan

↓
KUD/BUMD/BU (melalui 

PEMDA Tingkat II) mengajukan 
permohonan persetujuan 

pemproduksian Minyak Bumi 
kepada Menteri ESDM

↓
Menteri ESDM menetapkan 
persetujuan Pemproduksian

Minyak Bumi
↓

KUD/BUMD/BU memproduksi
dan menjual (atau proses lebih 

lanjut) Minyak Bumi

• Membentuk Tim Gabungan di 
pusat dan daerah dalam rangka 
penanganan sumur ilegal.

Tugas Tim Gabungan:
1. Pendaftaran sumur ilegal;
2. Inventarisasi sumur ilegal;
3. Penghentian kegiatan sumur 

illegal;
4. Penegakan hukum;
5. Penindakan terhadap pelaku 

sumur ilegal;
6. Pemberantasan pengolahan, 

pengangkutan, penyimpanan, 
dan/atau niaga Minyak Bumi 
hasil kegiatan sumur illegal 
(*Kementerian ESDM 
menentukan lebih lanjut);

7. Penindakan terhadap pelaku 
pencurian minyak bumi;

8. Pencegahan munculnya sumur 
ilegal dan pencurian Minyak 
Bumi.

Anggota Tim Gabungan Pusat:
1. Menko POLHUKAM (Ketua)
2. Menteri ESDM (Sekretaris)
3. Unsur Kementerian Dalam Negeri
4. Unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan
5. Unsur POLRI
6. Unsur TNI
7. Unsur Jaksa Agung RI
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Anggota Tim Gabungan Daerah:
1. KAPOLDA (Ketua)
2. Gubernur (Sekretaris)
3. Bupati/Walikota
4. Kepala Kejaksaan Tinggi
5. Panglima KODAM
6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
7. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah
9. Kontraktor KKS
• Ketua Tim Gabungan Pusat melapor ke Presiden.
• Ketua Tim Gabungan Daerah melapor ke Ketua Tim 

Gabungan Pusat.

Sumber Data: Tim Task Force Illegal Drilling SKK 
Migas



Konsep Peraturan Menteri ESDM Tentang Pedoman Pengelolaan Dan 

Pemproduksian Minyak Bumi Pada Eks Sumur Tanpa Persetujuan 

Pemerintah (Sumur Ilegal)

Dasar Hukum
Proses Bisnis

Pengelolaan Di Dalam Wilayah Kerja
Proses Bisnis

Pengelolaan Di Luar Wilayah Kerja

• Undang-Undang Minyak dan 
Gas Bumi (UU No 22 Tahun 
2001)

• Undang-Undang Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan (UU No 18 
Tahun 2003)

• Undang-Undang Cipta Kerja 
(UU No 11 Tahun 2020)

↓
Konsep Peraturan Presiden

↓
Konsep Peraturan Menteri 

ESDM
↓

Menteri ESDM mengeluarkan 
Persetujuan Pemproduksian

Minyak Bumi

Bupati/Walikota evaluasi daftar sumur yang ditetapkan 
Tim Gabungan

↓
Bupati/Walikota menentukan sumur dan KUD/BUMD/BU

(koordinasi dengan Gubernur)
↓

KUD/BUMD/BU mengajukan permohonan ke KKKS
↓

KKKS evaluasi permohonan (dokumen administrasi &
teknis), jika tidak memenuhi persyaratan maka 
permohonan dikembalikan ke KUD/BUMD/BU

↓
KKKS → SKK Migas → Menteri ESDM untuk proses 

persetujuan
↓

Menteri ESDM cq Dirjen MIGAS setuju
↓

KKKS dan KUD/BUMD/BU membuat perjanjian

Kontraktor memberikan imbalan jasa ke KUD/BUMD/BU 
(menjadi biaya operasi KKKS)

Bupati/Walikota evaluasi daftar sumur yang ditetapkan 
Tim Gabungan

↓
Bupati/Walikota menentukan sumur dan KUD/BUMD/BU 

(koordinasi dengan Gubernur)
↓

KUD/BUMD/BU mengajukan permohonan ke Menteri 
ESDM cq Dirjen MIGAS

↓
Dirjen MIGAS evaluasi permohonan (dokumen 

administrasi & teknis), jika tidak memenuhi persyaratan 
maka permohonan dikembalikan ke KUD/BUMD/BU

↓
Menteri ESDM cq Dirjen Migas setuju

↓
KUD/BUMD/BU menjual seluruh minyak bumi ke pihak 

yang ditunjuk oleh Dirjen MIGAS

Pihak yang ditunjuk Dirjen MIGAS membeli Minyak Bumi 
ke KUD/BUMD/BU dengan harga yang disepakati (business 

to business)

Sumber Data: Tim Task Force Illegal Drilling SKK 
Migas
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Perbandingan Permen ESDM No. 01/2008 
dengan Usulan Revisi

Sumber Data: Ditjen Migas KESDM RI



9

Pokok-Pokok Substansi Rancangan Revisi
Permen ESDM RI No. 01/2008

Sumber Data: Ditjen Migas KESDM RI



Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat
KESDM RI akan melakukan pemberdayaan pembinaan
kepada penambang sumur minyak ilegal (aspek keamanan
dan aspek lingkungan). Ditjen Migas KESDM RI melakukan
revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008.

Keterlibatan Para Stakeholders
Revisi aturan hukum tersebut melibatkan para stakeholders 
serta masyarakat. Revisi ini mengakomodasi bagaimana
ilegal drilling bisa dibina dan legal ke depannya. 

Point-Point Usulan Revisi Permen
Usulan revisi yaitu definisi tambahan sumur pengelolaan
masyarakat di dalam dan luar WK, mengatur tim koordinasi, 
pengaturan pengelolaan sumur tua oleh BUMDes, 
pengaturan untuk pengelolaan dan produksi sumur minyak
dikelola masyarakat di dalam WK.

Penerapan dan Pengaturan Sumur
Penerapan pengaturan sumur minyak bumi oleh masyarakat di luar
WK sesuai peraturan perundang-undangan berlaku, penegasan aspek
lingkungan, pengaturan harga acuan ongkos angkat angkut, dan 
penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan BUMD/KUD oleh
pemerintah daerah.

Arahan Menteri ESDM RI
Pendekatan pembinaan para penambang sumur ilegal arahan
Menteri ESDM RI. Ini pendekatan bahwa pemberdayaan diutamakan. 
Apabila melanggar tetap mengharapkan aparat melakukan tindakan, 
balance antara penegakan hukum dan pemberdayaan pembinaan

Merosotnya Pendapatan Daerah
Praktik penambangan sumur minyak ilegal di luar Pulau Jawa (Jambi 
dan Sumatra Selatan) sulit teratasi lantaran di tengah hutan atau
wilayah sukar dijangkau. Situasi ini membawa risiko kerugian
merosotnya pendapatan daerah.

Update Penanganan Pemboran Liar

Potensi Produksi Sumur Ilegal
Kementerian ESDM dan SKK Migas mencatat setidaknya ada 4,500 sumur ilegal di 
Indonesia dengan taksiran menghasilkan minyak sebanyak 2,500 BOPD. Angka ini
bersifat dinamis karena dihasilkan dari reservoir yang dangkal. 



Struktur Organisasi Penanganan Pengeboran Liar 

Sumur Minyak Bumi

Sumber Data: Ditjen Migas KESDM RI



Tugas Tim Koordinasi Penanganan Aktivitas
Pengeboran Liar Sumur Minyak Bumi

Sumber Data: Ditjen Migas KESDM RI
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KUD/BUMD

PERMOHONAN EVALUASI EVALUASI EVALUASI PERSETUJUAN

KUD/BUMD KKKS SKK Migas Ditjen Migas PERJANJIAN KERJA SAMA

KUD/BUMD mengajukan
permohonan kepada KKKS 
dengan tembusan kepada
Menteri ESDM c.q. Ditjen

Migas dan SKK Migas

KKKS melakukan evaluasi
terhadap permohonan

KUD/BUMD. 

Memenuhi Persyaratan, 

KKKS Menyampaikan
permohonan kepada SKK 

Migas.

SKK Migas melakukan
evaluasi lanjutan terhadap

permohonan KKKS. 
Memenuhi persyaratan, 

SKK Migas menyampaikan
permohonan kepada Ditjen

Migas.

Ditjen Migas melakukan
evaluasi kembali terhadap
permohonan SKK Migas. 
Memenuhi persyaratan, 
Ditjen Migas memberikan

persetujuan.

KKKS dan KUD/BUMD 
wajib menindaklanjuti
persetujuan Perjanjian
Memproduksi Minyak

Bumi.

Bagan Alir Pengusahaan Sumur Tua

PERMOHONAN PERSETUJUAN PERJANJIAN 
PENGUSAHAAN

KKKS SKK Migas Ditjen
Migas

PERJANJIA
N 

KERJASAM
A

dikembalikan

dikembalikan

dikembalikan
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Gegunung

PD Aneka Tambang

PERJANJIAN PENGUSAHAAN SUMUR TUA SEBANYAK 8 KUD/BUMD

TOTAL  1.416 SUMUR

di Struktur
Wonocolo, Dadangilo, Ngrayong

BUMD Bojonegoro Bangun Sarana

di Struktur
Gabus

BUMD Purwa Aksara

di Struktur
Semanggi, Ledok, BUMD Blora

Patra Energi

di Struktur
Petak

BUMD Blora Patra Energi

di Struktur
Banyubang

KUD Wargo Tani Makmur

di Struktur
Babat & Kukui

BUMD Petromuba

Peta Status Pengusahaan Sumur Tua

WK Pertamina EP Tahun 2021

di Struktur
Klamono, Klasafet, Klagirik, Klasemen

KUD SUPMME



Kontribusi Produksi Pengusahaan Sumur
Tua

Kontribusi produksi dari sumur tua rata-rata di tahun 2021 sebesar 793.89 BOPD

❑ 1 KUD/BUMD di Sumatera, kontribusi produksi sumur tua tahun 2021, rata-rata sebesar 519.04 BOPD
❑ 6 KUD/BUMD di Jawa, kontribusi produksi sumur tua tahun 2021, rata-rata sebesar 274.85 BOPD

❑ 1 KUD/BUMD di Papua, kontribusi produksi sumur tua tahun 2021, rata-rata sebesar 0 BOPD

BACK



Terima Kasih


